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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Hak 

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap 

masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut 

terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan 

hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu 

ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. 

Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu 

ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan 

oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi 

maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak 

diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-

lain. 
24

 

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang 

diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga 

menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan 

berperilaku dengan cara tertentu.  Kewenangan yang diberikan oleh hukum 

obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu 

sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya 
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tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.
25

 

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun 

yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang 

dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu 

yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. 

Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi 

hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum 

memang dibuat karena adanya hak.
26

 

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segisegi eksistensi hakitu 

sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi 

keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu 

sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam 

kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak 

politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat 

klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keteraitanantara hak itu dan 

kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak 

absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain 

yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu privacy.
27
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Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain : 

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau 

subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas 

barang yang menjadi sasaran dari hak. 

2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban 

antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.  

3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. 

4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak. 

5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa 

tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.
28

 

Hak – hak dapat dikelompokkan sebagai berikut :  

a. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna  

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum 

seperti kalau perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak 

sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu 

dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga 

daluarsa.  

b. Hak-hak utama dan tambahan. 

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan 

adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa 
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menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama 

dari pemilik tanah.  

c. Hak-hak publik dan perdata  

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu 

Negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak 

seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya. 

d. Hak-hak positif dan negatif 

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak 

tempat kewajiban korelatif nya berada, seperti hak untuk menerima 

keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya untuk hak negative.  

e. Hak-hak milik dan pribadi 

Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh 

seseorang yang biasanya bias dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan 

dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.  

 Hak yang dimiliki oleh subyek hukum dapat timbul atau lahir maupun 

lenyap/hapus karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Hak, dapat timbul 

atau lahir apabila ada peristiwa hukum, adapun timbul atau lahirnya hak dapat 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:  

a) Karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun 

badan hukum. 

b) Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak 

yang mengadakan perjanjian. 
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c) Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat 

kesalahan orang lain.  

d) Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan 

syarat untuk memperoleh hak itu.  

e) Karena kadaluarsa (verjaring), biasanya acquisitief verjaring 

yang dapat melahirkan hak bagi seseorang sebaliknya kalau 

extinctief verjaring dapat menghapuskan hak atau kewajiban 

seseorang.  

Sedangkan lenyap atau hapusnya hak, dapat disebabkan oleh karena 

beberapa hal, yaitu :  

1. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan 

tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh 

pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum  

2. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang 

lagi.  

3. Telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak.  

4. Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak 

sudah dipenuhi. 

5. Kadaluars (verjaring), dapat menghapus hak.
29
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B. Pengertian Hak Asasi Manusia  

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap manusia.
30

 

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia 

itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan 

kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Hak ini dimiliki oleh 

manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat 

atau pemberian Negara. Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung 

dari manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak 

yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai 

martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku dimana 

saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.
31

 

Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah droit de l’ home 

dalam bahasa Perancis yang berarti “hak asasi manusia”. Hak asasi manusia 

dalam bahasa inggrisnya adalah human rights, sedangkan dalam bahasa Belanda 

disebut dengan menselijke rechten. Di Indonesia pada umumnya dipergunakan 
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istilah “hak-hak asasi” atau “hak-hak dasar” yang merupakan terjemahn dari basic 

rights (bahasa Inggris) dan grodrechten (bahasa Belanda).
32

 

Filosof politik Maurice Cranston, mengatakan Hak-Hak Asasi Manusia 

adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat. Konsep dan pengertian 

Hak Asasi yang memberikan kriteria sebagai hak asasi dan kewajiban manusia 

dimuat secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik 

Indonesia sebagai suatu rangkaian naskah yang terdiri dari Pembukaan, Batang 

Tubuh Dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  

Dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 

disebutkan bahwa : “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala 

bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan 

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.  

Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, 

yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak 

yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara 

universal. Memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti memerangi dan 

menentang HAM.
33

 

Hak asasi (fundamental rights) artinya hal yang bersifat mendasar 

(grounded). Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar 

dan inheren  dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu menelaah 

HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas 
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kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar pada 

kemanusiaan. 

Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut artinya, disamping 

keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat 

kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung 

jawab untuk memelihara. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia 

memepunyai sesuatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk 

diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu 

kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang 

sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.  

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-

nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur prilaku manusia 

dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan dan dirumuskan 

dengan hak asasi fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-

nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.
34

 

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati. 

Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua umat-umat 

manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga harus memperlakukan satu 

sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan. 

Sejumlah hak yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia 

antara lain : hak atas hidup, kebebasan dan keamanan. Tak seorangpun boleh 
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diperbudak, atau diperdagangkan, dikenakan siksaan atau perlakuan tak 

berprikemanusiaan atau merendahkan martabat manusia. Setiap orangpun 

memiliki hak untuk tidak dikenakan penangkapan, penahanan dan pembuangan 

sewenang-wenang, dan berhak sepenuhnya untuk didengar secara adil dan terbuka 

oleh sebuah mahkamah yang bebas dan tidak memihak . Hak-hak tadi dimiliki 

oleh setiap orang. Tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, 

agama, bahasa, pendapat politik, asal kebangsaan atau sosial, harta, kelahiran, 

atau latar belakang lainnya.
35

 

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, 

memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa 

kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki 

perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” atau sekarang 

dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan 

perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.  

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “difable” 

ini antara lain adalah penyandnag cacat, orang berkelainan, atau orang tidak 

normal. Istilah tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya ada konsepsi nilai 

tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang 

melabelkan dan mendominasi kelompok masyarakat tertentu lain. Peristilahan ini 

berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah 

terhadap keberadaan “difable” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi 
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tersebut bisa pula berbeda dan berubah secra historis sesuai perkembangan yang 

terjadi didalam masyarakat maupun Negara.  

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang 

sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai ba gian dari warga Negara 

Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan 

khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap 

berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai 

pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai 

upaya maksimalisasi penghormatan,pemajuan,perlindungan dan pemenuhan hak 

asasi manusia universal.  

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, 

diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas 

mental maupun gabungan dari disabilitas fisik, disabilitas mental maupun 

gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas 

tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi 

ditengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan 

dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas 

menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas 

dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam 

layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.  

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya 

masalah “difable atau disabilitas” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, 
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selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang 

memihak komunitas difable. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam 

segala aspek kehidupan.  

3. Dasar Teori Orang Dengan Gangguan Jiwa  

 Dasar teori perlindungan hak terhadap penderita gangguan jiwa yang 

dipasung terdapat dalam : 

1. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan 

Gangguan Jiwa. 

Pengaturan Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa 

ditujukan untuk:  

a. Menjamin pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan 

Jiwa berdasarkan hak asasi manusia;  

b. Menjamin Orang Dengan Gangguan Jiwa mencapai kualitas hidup 

yang sebaik-baiknya  dan menikmati kehidupan kejiwaan yang 

sehat, bebas dari ketakutan terhadap Pemasungan dan tekanan 

akibat Pemasungan; dan 

c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah 

serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghapuskan 

Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. 
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2. Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan 

Gangguan Jiwa 

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan 

Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa secara 

komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai 

penghapusan Pemasungan.   

b. Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  

melibatkan masyarakat.  

c.  Dalam   penyelenggaraan   Penanggulangan   Pemasungan   

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi 

dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor. 

D. Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa 

 Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Orang dengan Penyakit Jiwa dan 

Perbaikan  Perawatan Kesehatan Jiwa disahkan melalui Resolusi sidang umum 

PBB 46/199 Tahun 1991. Dokumen ini membuat terangkatnya kebutuhan orang 

yang menderita gangguan jiwa, menekankan hak akan akses terhadap perawatan 

kesehatan jiwa yang adekuat serta menetapkan prinsip kesetaraan antara psikiatri 

dan bidang kedokteran lainnya.  
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 Dokumen tersebut juga menekankan pentingnya praktik non-diskriminasi 

dalam system pelayanan kesehatan. Hak-hak yang dimiliki pengguna pelayanan, 

menurut prinsip-prinsip ini, termasukhak untuk mengakses fasilitas kesehatan 

jiwa serta dengan akses terhadap fasilitas kesehatan untuk penyakit lainnya, hak 

untuk pengobatan, dan perawatan yang memenuhi standar yang sama dengan 

diperuntukkan bagi orang dengan penyakit lainnya, atau hak orang yang 

dimasukkan kefasilitas kesehatan jiwa untuk mendapatkan sumber daya yang 

sama dengan pelayanan kesehatan lain. Meskipun dokumen ini tidak mengikat 

secara hokum, dinyatakan dengan jelas bahwa Negara anggota PBB diharapkan 

menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut.  

 Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa hak sipil,politik,ekonomi,sosial, dan 

kultural yang terpenting dan kebebasan fundamental orang dengan disabilitas 

mental adalah :  

1. Hak untuk perawatan medis. 

2. Hak untuk diperlakukan dengan manusiawi dan penghargaan. 

3. Equal protection right. 

4. Hak untuk dirawat dikomunitas. 

5. Hak untuk memberikan persetujuan (informed consent) sebelum menerima 

pengobatan apapun. 

6. Hak atas privasi. 

7. Kebebasan untuk berkomunikasi. 

8. Kebebasan beragama. 

9. Hak atas perawatan suka rela dirumah sakit (voluntary admission). 
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10. Hak atas jaminan proses pengadilan.
36

 

Adapun prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh pihak Negara dalam 

pemenuhan ha katas kesehatan mengandung empat unsur, yakni ketersediaan, 

aksebilitas, kualitas, dan kesetaraan. Ketersediaan dapat diartikan sebagai 

ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah 

sakit, puskesmas, dan klinik) dan prasarana kesehatan (obat-obatan, tenaga 

kesehatan dan pembiayaan kesehatan) yang mencukupi untuk penduduk secara 

keseluruhan. Aksebilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau 

baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang, dan secara budaya, agar 

menghormati tradisi budaya masyarakat. Kualitas mensyaratkan agar pelayanan 

kesehatan memenuhi standar yang layak. Terakhir, kesetaraan mensyaratkan agar 

pelayanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh setiap orang, khususnya bagi 

kelompok rentan dimasyarakat.
37

 

 Peran instrument internasional HAM diperlukan dalam mendukung 

perlindungan HAM orang dengan masalah kejiwaan karena kelompok ini 

termasuk yang paling rentan. Mereka sering dihadapkan pada keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk mempertahankan hak-haknya sehingga dengan mudah 

mengalami eksploitasi, penghinaan, dan pelanggaran hak-hak dasar mereka.
38
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